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BUPATI SAMOSIR'

bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelayanan dan

perluasan informasi kepada Masyarakat pada bidang Penanaman Modal

di Kabupaten samosir, perlu ditetapkan standard Pelayanan Minimal

perizinan dan non Perizinan;

bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a diatas perlu ditetapkan

Peraturan Bupati samosir tentang standard Pelayanan Minimal (sPM)

Perizinan Dan Non Perizinan Bidang Penanaman Modal Di Kabupaten

Samosir.

Undang-undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten

samosir dan Kabupaten serdang Bedagai di Propinsi Sumatera Utara

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4346),

Undang-Undang Nom or 32 Tahun 2OO4 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir

dengan undang Undang Nomor ',\2 Tahun 2008 tentang Perubahan

Kedua atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pemerintah

Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2O0B Nomor 59,

Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik lndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4a38)'

Undang-UndangNomor23Tahun2ooztentangPenanamanModal
(Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

Republik lndonesia Nomor 4724),

undang-Undang Nom or 14 Tahun 2o0B tentang Keterbukaan lnformasi

Publik (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2008 Nomor 61,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4846),
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6. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 5038);

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia Tahun 2009

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor

50a9);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman

Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran

Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor

4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737),

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 4741),

Peraturan Presiden Republik lndonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang

Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-

undangan;

Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk

Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Daerah Kabupaten Samosir Nomor 21 Tahun 2007 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Samosir

(Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Nomor 131 Tahun 2007, Seri D

Nomor 14);

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 11 Tahun

2009 tentang Tata cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Bidang Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 12 Tahun

2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 Tahun

20Og tentang Pedoman dan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman

Modal;

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun

2OO9 tentang Sistem Pelayanan lnformasi dan Perizinan lnvestasi secara

Elektronik;

Peraturan Bupati Samosir Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pendelegasian

Kewenangan Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Di Bidang

Penanaman Modal kepada Kepala Badan Penanaman Modal Dan

Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir.
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Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARD PELAYANAN MINIMAL

(sPM) PERIZINAN DAN NON PERIZINAN Dl BIDANG PENANAMAN

MODAL DI KABUPATEN SAMOSIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas

otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya

dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik lndonesia

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

lndonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Kabupaten Samosir.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten samosir.

4. Bupati adalah BuPati Samosir.

5. Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu adalah Badan

Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Kabupaten Samosir' yang

selanjutnya disebut BPMPT.

6. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik

oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing, untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik lndonesia

7. Penanam modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan

penanaman modal, yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan

penanam modal asing.

8. Penanaman modal dalam negeri adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik lndonesia, yang dilakukan

oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam

negeri.

9. Penanaman modal asing adalah kegiatan menanam modal untuk

melakukan usaha di wilayah negara Republik lndonesia, yang dilakukan

oleh penanam modal asing, baik yang menggunakan modal asing

sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan penanam modal dalam

negeri.

10. Pelayanan Terpadu satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah

kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat

pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi

yangmemilikikewenanganperizinandannonperizinan'yangproseS
pengelolannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya

dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat'

11. Pendelegasian wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban

serta pertanggungjawaban perizinan dan nonperizinan, termasuk

penandatanganannya.... ... --..1



14.

15.
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penandatanganannya atas nama pemberi wewenang oleh Bupati kepada

Kepala BPMPT yang ditetapkan dengan uraian yang jelas.

12. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman

modal, yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang

memiliki kewenangan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

13. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas

fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Naskah Perizinan adalah sertifikat yang diterbitkan oleh BPMPT

Kabupaten Samosir yang bertuliskan dan berlogo Pemerintah Kabupaten

Samosir yang memiliki tanda kerahasiaan khusus.

Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah satuan kerja yang merupakan

unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

yang terdiri dari Sekretariat Daerah, sekretariat DPRD, Lembaga Teknis

Daerah, Dinas-Dinas Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disebut SPM adalah

ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan

urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

Perizinan di bidang

dari:

BAB II
PELAYANAN MINIMAL
DAN NON PERIZINAN

Pasal 2

Penanaman Modal yang dilayani oleh BPMPT terdiri

Pendaftaran Penanaman Modal;

lzin Prinsip Penanaman Modal;

lzin Prinsip Perluasan Penanaman Modal;

lzin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;

e. lzin Usaha/lzin Usaha Perluasan/lzin Usaha Penggabungan

Perusahaan Penanaman Modal (Merger) dan lzin Usaha Perubahan;

(2) Non perizinan di bidang Penanaman Modal yang dilayani oleh BPMPT

adalah Perpanjangan lzin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).

(3) SPM dilaksanakan terhadap pelayanan perizinan dan non perizinan yang

secara rinci dilengkapi dengan dasar hukum, persyaratan, mekanisme dan

lamanya waktu proses sejak diterimanya permohonan lengkap hingga

selesai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

(4) Dalam pelayanan perizinan dan non perizinan dapat dikenakan retribusi

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

STANDARD
PERIZINAN

(1)

a.

b

c.

d

BAB III



BAB tII

PENERAPAN DAN PELAKSANAAN STANDARD

PELAYANAN MINIMAL PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 3

(1)Prosespelayananperizinandannonperizinandiinformasikankepada
masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan'

(2) Datam upaya f"rn"iiun informasi, Pemerintah mengakomodasikan

pengelolaan data dan informasi penerapan SPM ke dalam sistem

informasi ouurJ f"ng dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan.
(3)DalamupayapencapaianSPM,PemerintahDaerahdapatbekerjasama

dengan pihak ketiga atau lembaga swasta'

(4) Untuk menlaOi icuan 
'1!'lY 

SPM' BPMPT sebagai pengelola

pelayananpertzinandannonperizinanmembuatlaporanpelaksanaannya
setiap3(tiga)bulanatausesuaidengankebutuhankepadaBupati
Samosir melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Samosir'

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

(1)PadasaatPeraturanBupatiiniberlaku'BPMPTberkewajiban
melaksanakanSPMpelayananperizinandannonperizinandengan
berpedoman xepaoa peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Datam r tr"iri kegiatan usaha dapat diajukan 2 (dua) permohonan

perizinan/non peri.iian atau lebih yang berkaitan satu dengan lainnya

dalam waktu bersamaan'

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

peraturan Bupati ini murai berraku pada tanggar di undangkan.

Agarsetiaporangmengetahuinya.memerintahkanpengundanganPeraturan
Bupati ini oengan"p"n"riputunnya dalam Berita Daerah Kabupaten samostr'

DitetaPkan di Pangururan

pada tanggal 4 APril 2011

BUPATI SAMOSIR'

CaP/dto

MANGINDAR SIMBOLON

Diundangkan di Pangururan
prJritnggrr S /gttU 2011

Drs. TIGOR SIMBOLON
PEMBINA UTAMA MADYA

NlP.19510411 197801 1 002

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMOSIR
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